BAB IV

PENUNJUKKAN KEMBALI (RENVOI)

Masalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI.

Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi.

1. Hubungan dengan masalah kwalifikasi

Masalah renvoi mempunyai pula hubungan yang erat dengan persoalan kwalifikasi. Apakah yang diartikan dengan istilah ”hukum asing”. Jika sistem HPI kita menunjuk kepada berlakunya hukum asing, apakah ini berarti bahwa hukum intern dari negara bersangkutan yang harus diberlakukan atau lebih luas lagi, juga termasuk di dalam penunjukkan ini kaidah-kaidah HPI-nya.

2. Contoh

Menurut HPI Indonesia, maka hukum Inggris yang harus diberlakukan untuk mengadili suatu perkara. Pertanyaan timbul, apakah yang diartikan dengan istilah ”hukum Inggris” itu? Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan:

(1) Hukum intern Inggris (domestic municipal law) yang berlaku di negara Inggris untuk hubungan-hubungan hukum antara sesama orang Inggris, atau

(2) Bukan saja hukum intern, tetapi ditambah dengan kaidah-kaidah HPI Inggris, jadi termasuk di dalamnya kaidah-kaidah mengenai ”choice of law” (HPI Inggris).

Jika kita menunjuk kepada hukum intern saja, maka di Jerman orang menamakan ini sebagai ”sachnormen”. Jika penunjukkan kepada hukum asing hanya berarti kaidah-kaidah intern atau sachnormen dari negara yang bersangkutan, maka penunjukkan ini dinamakan ”sachnorm-verweisung”. Apabila dalam ”hukum asing” ini dianggap termasuk pula kaidah-kaidah HPI dari negara bersangkutan, maka penunjukkan seperti itu dinamakan ”gesamt-verweisung”.
Apabila di dalam penunjukkan kepada hukum asing ini dianggap termasuk kaidah-kaidah HPI-nya, maka mungkin terjadi apa yang dinamakan penunjukkan kembali, yaitu misalnya hakim negara X harus menurut kaidah HPI dari X memberlakukan hukum dari negara Y dalam arti kata seluruh hukum dari Y (termasuk dalamnya kaidah-kaidah HPI-nya), maka mungkin HPI dari Y ini menunjuk kembali kepada hukum dari negara X. Mungkin pula HPI dari negara Y ini menunjuk lebih jauh kepada hukum dari negara ketiga yaitu negara Z (penunjukkan lebih jauh).

Schema:

(I) Penunjukkan kembali (single renvoi):
X


Y 

(II) Penunjukkan lebih jauh
X

 Y

    Z

Contoh

-. WN Inggris, berdomisili di Indonesia

-. Apakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, atau dia harus melakukan suatu tindakan hukum lain berkenaan dengan status personilnya, maka menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai ”hukum Inggris”. 

-. Kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hukum Inggris dan hukum Inggris (kaidah-kaidah HPInya), karena menurut HPI Inggris yang harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. Dalam hal ini domisili orang Inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hukum Indonesialah  yang harus diberlakukan.

-. Hukum Inggris yang telah ditunjuk oleh HPI Indonesia menunjuk kembali kepada hukum Indonesia sebagai domisili dari orang Inggris bersangkutan, dengan kita menerima penunjukkan kembali ini, serta mempergunakan hukum intern Indonesia.

-. Jika penunjukkan kaidah HPI Indonesia kepada hukum Inggris diartikan sebagai menunjuk pada hukum intern Inggris, berarti kita menolak renvoi. Sebaliknya jika kita artikan ”hukum Inggris” sebagai mencakup pula kaidah-kaidah HPI Inggris, hingga dengan demikian hukum Indonesia yang ditunjuk kembali berlaku oleh kaidah-kaidah HPI Inggris, serta kita kemudian mempergunakan hukum intern  Indonesia, berarti kita menerima renvoi.

3. Contoh tentang penunjukkan lebih jauh

Paman dan saudara sepupu Swiss.

-. Telah menikah dan tinggal di Moskow, keduanya WN Swiss.

-. Sebelum melangsungkan perkawinan mereka berkonsultasi dengan instansi-instansi Rusia maupun Swiss, apakah perkawinan mereka diperbolehkan.

-. Menurut HPI Rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum Rusia, sedangkan juga menurut ketentuan HPI di Swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hukum Rusia berdasarkan pasal 7f NAG ”suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri menurut hukum Swiss, jika saja dilangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri itu tidak semata-mata terjadi untuk menyelundupkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan menurut hukum Swiss.
-. Dalam hal ini para pihak tidak sengaja telah pindah ke Moskow untuk melakukan penyelundupan hukum.
-. Menurut pasal 100 ZGB perkawinan antara seorang paman dan saudara sepupu dilarang. Tetapi pasal ini merupakan pasal intern Swiss yang kini untuk perkawinan bersangkutan tidak berlaku karena perkawinannya dilangsungkan di Rusia.

-. Maka berlaku hukum Rusia yang tidak mengenal larangan perkawinan antara paman dan saudara sepupu.

-. Maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Rusia maupun HPI Rusia dan HPI Swiss sah adanya.

-. Kemudian para mempelai pindah ke Hamburg, terjadi percekcokan.

-. Pihak perempuan mengajukan gugatan cerai, sedangkan pihak paman mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah dilangsungkan di Rusia dianggap batal adanya, karena melanggar pasal 100 ZGB.

-. Apabila perkawinan ini dianggap batal maka hal ini merupakan suatu ketidak adilan yang luar biasa.

-. Hakim di jerman yang mengadili perkara ini ternyata tidak dapat mempergunakan pasal 100 ZGB dan ternyata hakim Jerman tersebut menerima apa yang dinamakan penunjukkan lebih lanjut. Berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan bahwa hukum nasional daripada WN Swiss bersangkutan yang berlaku untuk perkawinan. Termasuk di dalam penunjukkan ini HPI Swiss dengan pasal 7f NAG, menunjuk lebih jauh kepada hukum dari tempat dimana perkawinan dilangsungkan di luar negeri, dalam hal ini hukum intern Rusia. Maka dengan demikian hakim Jerman menganggap perkawinan bersangkutan sah adanya.
-. Penunjukkan lebih jauh diterima dalam praktek HPI Jerman.

4. Renvoi dan sifat nasional dari HPI

Masalah renvoi mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil (masalah supra nasional atau nasional). Jika dianggap HPI bersifat supra nasional maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoi. Kaidah-kaidah HPI menurut pandangan ini berasal daripada tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat UU nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat UU mengoper atau menolak renvoi. Maka HPI yang bersifat supra nasional inilah yang selalu berlaku.
Untuk suatu peristiwa tertentu tidak akan dapat berlaku dua macam kaidah HPI yang bertentangan satu sama lain. Hanya salah satu daripada kaidah HPI ini yang benar adanya dan kaidah inilah bersifat supra nasional yang harus diberlakukan. Maka tidak akan bisa terjadi apa yang dinamakan ”konflik daripada sistem-sistem hukum”.

5. Contoh kasus Forgo
-. Forgo, (WN Bavaria) adalah seorang anak luar kawin.

-. Bertempat tinggal secara terus-menerus sampai ia meninggal di Perancis.

-. Menurut ketentuan Perancis yang waktu itu berlaku Forgo dianggap mempunyai domisili asalnya, domicile of origin yaitu domisili yang telah diperolehnya sejak ia lahir.

-. Ia tidak membuat suatu surat wasiat, karenanya warisannya akan jatuh kepada para ahli waris ab intestato.

-. Ia meninggalkan harta yang lumayan antara lain deposito-deposito pada Bank-Bank di Perancis.

-. Ternyata yang mengklaim harta warisannya adalah saudara-saudara kandungnya, sedangkan dipihak lain (pemerintah Perancis) juga mengklaim warisan itu.

-. Dasar tuntutan dari saudara-saudara Forgo adalah atas ketentuan dalam hukum Bavaria yang mengenal hak warisan daripada anak-anak luar kawin.

-. Pemerintah Perancis mendasarkan tuntutannya atas kaidah hukum intern Perancis yang tidak mengenal warisan daripada anak luar kawin, sehingga dengan demikian warisan Forgo dianggap harus jatuh ke tangan pemerintah Perancis.

-. Apakah akan dipergunakan hukum warisan Bavaria atau hukum warisan Perancis?
-. Menurut HPI Perancis untuk warisan dari benda-benda bergerak berlaku hukum dari domicile of origin.
-. Jadi dalam hal ini HPI Perancis menunjuk pada hukum Bavaria. Tetapi HPI Bavaria mengenal suatu ketentuan bahwa mengenai warisan benda bergerak akan berlaku tempat tinggal sebenarnya si pewaris, in casu Perancis.

-. Apakah penunjukkan oleh HPI Perancis kepada hukum Bavaria harus dianggap termasuk seluruh hukum Bavaria atau hanya penunjukkan kepada hukum intern Bavaria. Jika yang pertama berlaku, maka akan ada penunjukkan kembali kepada hukum Perancis dan renvoi akan diterima dengan memberlakukan hukum intern Perancis, sedangkan jika pandangan kedua yang berlaku, maka hukum warisan intern Bavaria yang akan diberlakukan.

-. Cour de Cassation dalam putusannya tahun 1878 telah menerima baik penunjukkan kembali kepada hukum Perancis dan mempergunakan hukum intern Perancis dalam hal ini.

-. Warisan bersangkutan jatuh ke tangan pemerintah Perancis.
6. Tidak semua penulis setuju dengan renvoi

(I) renvoi tidak logis

Jika kita menerima renvoi akan terjadi suatu penunjukkan kembali secara terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya hingga akan terjadi suatu ”circulus vituosis” (lempar-melempar hukum) sehingga tidak akan ada suatu penyelesaian.

Sebaliknya yang pro renvoi mengatakan bahwa baik yang menerima renvoi atau menolak dua-duanya adalah secara logis mungkin. Tidak perlu setiap penunjukkan dan setiap penunjukkan kembali harus berarti gesamtverweisung. Penunjukkan ini dapat juga merupakan suatu sachnormverweisung, setelah sekali merupakan gesamtverweisung.
Baik gesamtverweisung maupun sachnormverweisung kedua-duanya secara logis mungkin. Yang penting adalah apa yang kita kehendaki.

(II) renvoi merupakan ”penyerahan kedaulatan legislatif”
Suatu ”virtual capitulation” dari kaidah-kaidah HPI (choice of law rules) seolah-olah kita mengkapitulasi kaidah-kaidah kita sendiri untuk kaidah-kaidah HPI asing. Seolah-olah HPI asing menggantikan kaidah-kaidah HPI kita. Souvereignitas dari hukum negara kita dibahayakan.

Sehingga seolah-olah kaidah-kaidah HPI sang hakim sendiri dikorbankan terhadap berlakunya kaidah HPI asing. Suatu ”self-effacement” yang sebenarnya walaupun merupakan ”a fine moral gesture”, katanya tidak dapat dianjurkan bagi seorang hakim yang justru mempunyai tugas untuk melaksanakan hukum dari negaranya sendiri.
Sebenarnya mereka yang tidak menyetujui alasan ini mengatakan sama sekali tidak ada ”self-effacement” dari sang hakim. Karena hakim mempergunakan kaidah-kaidah HPI bukan daripada sembarang negara asing, tetapi hanya kaidah-kaidah HPI dari negara yang ditunjuk oleh kaidah HPI sang hakim sendiri. Jadi yang dipergunakan oleh sang hakim adalah sebenarnya kaidah-kaidah HPI-nya sendiri.
Teori doktrin renvoi bukan merupakan suatu penghapusan diri sendiri (self-effacement), bukan suatu kapitulasi dari hukum sendiri demi berlakunya hukum asing. Yang selalu berlaku adalah kemauan kita sendiri. Kita memberlakukan hukum asing karena kita yang menghendaki demikian. Yang pertama-tama diberlakukan adalah hukum kita, ”HPI kita sendiri”.
(III) renvoi membawa ketidakpastian hukum

Kalau diterima maka penyelesaian HPI akan menjadi smar-samar, dapat berjalan ke segala jurusan dan tidak kokoh, tidak stabil. Karena akan menjadi ”completely unperdictable” untuk menentukan teori renvoi mana diterima oleh suatu negara. Dengan demikian maka secara teoritis dan praktis akan diperoleh kesulitan-kesulitan kalau kita menerima renvoi ini, yang oleh karena itu sebaiknya kita tolak.

Sebaliknya pro renvoi mengatakan penolakan renvoi akan membawa ketidakpastian. Karena jika renvoi diterima maka ”hukum intern dari sang hakim sendiri yang akan dipakai”. Ini membawa kepastian. Sebaliknya jika ditolak renvoi maka justru akan terjadi kesulitan dan ketidakpastian.

Renvoi akan membawa kesukaran bagi sang hakim. Adalah ”inconvenient” bahwa dia harus mempelajari hukum asing jika diterima renvoi. Jadi sang hakim harus lebih dahulu mengetahui HPI dari negara-negara lain bersangkutan.

Sebaliknya justru sang hakim dengan diterimanya renvoi akan memakai hukum internnya sendiri dan tentunya hukum intern inilah lebih dikenal oleh sang hakim daripada hukum asing.

7. Alasan-alasan pro renvoi

(I) renvoi memberi keuntungan praktis

Jika diterima renvoi maka berarti hukum intern sendiri dari sang hakim yang dipergunakan dan ini suatu keuntungan praktis yang sangat berarti.

Renvoi bekerja pada hakekatnya seperti orde publik. Berlakunya hukum asing diperkecil karenanya. Pemakaian dari hukum intern sendiri dalam hal ini akan lebih mudah dan lebih tepat melaksanakan hukum bagi seorang hakim.

(II) jangan ”plus royaliste que le roi”
Jangan bersifat lebih raja daripada sang raja sendiri! Menunjuk kepada hukum asing sebenarnya merupakan suatu konsesi. Tetapi konsesi ini tidak perlu terus dipertahankan apabila hukum asing yang ditawarkan konsesi ini, tidak sudi untuk menerimanya.

Jadi terdapat kecondongan untuk mempergunakan hukum sendiri setiap kali kesempatan untuk ini terbuka. Hal ini memang adalah baik asal saja kita mengetahui batas-batasnya. Karena kalau kita akan dengan demikian menutup pintu sama sekali untuk hukum asing, maka hal ini tentunya akan membawa kita kepada chauvinisme yuridis, yang mematikan sama sekali kemungkinan perkembangan HPI.

(III) keputusan-keputusan yang berbeda

Jika kita menolak renvoi akan membawa bahwa dalam peristiwa HPI yang sama timbul keputusan yang berbeda dalam negara yang menunjukkan dan negara yang menunjuk kembali.

Jadi mengapa adanya perbedaan pendapat antara keputusan-keputusan ini diberatkan kepada mereka yang tidak menerima renvoi.

(IV) harmoni dari keputusan-keputusan

Jika kita menerima renvoi akan tercapai harmoni dari keputusan-keputusan dan harmoni yang mengatasi sedapatnya pertentangan diantara kedua sistem ini (prinsip kewarganegaraan dan domisili).

Penerimaan renvoi akan membantu agar supaya tujuan utama dari HPI, yaitu untuk mencapai harmoni di antara keputusan-keputusan, dimanapun dijatuhkan, tercapai sebaik-baiknya. Dimanapun suatu perkara diajukan, hasilnya seharusnya tidak berbeda. Dengan diterimanya renvoi akan diperoleh harmoni dari keputusan-keputusan ini. Mereka yang tidak sependapat mengemukakan bahwa harmoni dari keputusan-keputusan ini tidak akan tercapai jika tidak dipenuhi fakta-fakta tersebut. Keseragaman tidak akan dapat tercapai diantara kedua sistem bertentangan yang memakai cara penyelesaian yang sama. Penunjukkan kembali akan membawa harmoni dari keputusan hanya jika salah satu dari kedua sistem hukum yang bersangkutan mengakui renvoi, sedangkan yang lainnya menolak.
8. Penilaian kami
bahwa sesungguhnya alasan pro dan anti renvoi ini boleh dikatakan hampir seimbang. Masing-masing mempunyai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaiknya jangan kita pergunakan dari segi logis atau tidak logisnya renvoi ini. Tetapi harus kita melihatnya secara menurut hukum positif. Masalah-masalah hukum tidak selalu dapat dipecahkan secara memuaskan dengan berdasarkan syarat-syarat logika. Baru jika kita melakukan tinjauan secara hukum positif, maka untuk HPI di Indonesia kita tiba pada kesimpulan bahwa sepanjang mengenai renvoi di bidang status personil ini, masalahnya di Indonesia yang mengenai renvoi, adalah suatu persoalan yang dinamakan ”pelembutan hukum”.

9. Praktek administratif di Indonesia menerima renvoi
Praktek administratif dan pendirian-pendirian dari para Pegawai Catatan Sipil pada waktu mereka harus malangsungkan perkawinan dari orang-orang asing yang berada di Indonesia.
Dalam tahun 1922 sudah kita ketemukan suatu Surat Edaran resmi dari Jaksa Agung (waktu itu prosedur umum) yang ditujukan kepada pegawai-pegawai Catatan Sipil, tertanggal 9 Maret 1922. Dalam Surat Edaran ini dijelaskan sikap apakah yang harus diambil oleh pegawai-pegawai Catatan Sipil pada waktu melangsungkan perkawinan dari para pihak yang kedua-duanya, atau salah satu, berstatus asing. Jaksa Agung menganggap perlu mengeluarkan Surat Edaran ini atas permintaan pemerintah.

Pokok persoalan dalam hal ini adalah apakah seorang asing yang sudah dewasa masih memerlukan persetujuan dari orang tua untuk dapat menikah. Hal ini disebabkan karena dalam pasal 42 BW ditentukan bahwa baik orang sudah dewasa, tetapi belum mencapai 30 tahun, masih memerlukan persetujuan orang tua mereka untuk dapat menikah.

Jadi untuk mengetahui apakah seorang asing yang hendak menikah di Indonesia memerlukan persetujuan orang tua, walaupun sudah dewasa tapi belum cukup 30 tahun, perlu dilihat kepada hukum negara nasional mereka sendiri. Umumnya tidak banyak negara-negara lain yang mengenai syarat persetujuan orang tua sebelum berumur 30 tahun.

Jadi dalam Surat Edaran ini pada hakekatnya kita saksikan adanya penerimaan dari lembaga renvoi untuk praktek administrasi di Indonesia.

10. Pendirian Yurisprudensi

Secara hukum positif dapat kita melihat bahwa yurisprudensi di Indonesia menerima renvoi

(I) perkara orang Armenia Nasrani

Peristiwa seorang Armenia Nasrani (WN Persia), yang telah diputuskan oleh Presiden Raad van Justitie Semarang tahun 1928. putusan ini dengan jelas memperlihatkan diterimanya masalah renvoi dalam yurisprudensi Indonesia.
Ny. E.A. van Stralendorf, istri dari seorang Armenia yang berkewarganegaraan Persia bernama A.A. Galstaun, telah meletakkan sitaan marital. Pihak suami mengajukan bantahan supaya sitaan dicabut kembali. Presiden Raad van Justite telah mempertimbangkan bahwa tidaklah terang apakah dalam hal ini harus dipergunakan hukum kewarganegaraan atau domisili. Kemudian dijelaskan bahwa sejak Konvensi 17 Juli 1905 tentang harta benda perkawinan, maka untuk sebagian besar dari negara-negara Eropa Barat telah diperlihatkan kecenderungan ke arah prinsip kewarganegaraan.
Oleh N.S 1925 no.225 telah diberikan kesempatan bagi negara-negara lain untuk turut serta dalam konvensi ini. Dikemukakan oleh hakim, bahwa tidak terang baginya apakah Persia turut serta dalam konvensi ini atau tidak.

Berhubungan dengan hal itu, hakim hendak menerima sebagai pokok pangkal pendiriannya bahwa untuk sementara boleh dipandang hukum nasional dari sang suami adalah hukum yang berlaku. Pihak suami sebagai penggugat telah mendalilkan bahwa karena ia berkewarganegaraan Persia, maka hukum Persia yang berlaku. Menurut hukum Persia yang berlaku adalah hukum Islam dan hukum ini tidak mengenal percampuran harta. Karena itu tidak ada tempat untuk sitaan marital hingga dapat berhasillah bantahan yang diajukannya. Sebaliknya pihak perempuan sebagai terbantah mengemukakan bahwa hukum Hindia Belanda yang berlaku dan bukan hukum Persia.

Setelah hakim menentukan bahwa yang harus berlaku adalah hukum nasional Persia, diselidikinya apakah yang sebebnarnya termasuk dalam hukum Persia ini. Ia mendengar seorang ahli dan hasilnya ialah bahwa menurut sang ahli, Persia tidak mempunyai satu macam hukum perdata modern dan terkodifikasi untuk berbagai rakyat didalam wilayahnya. Menurut hakim umum diketahui bahwa Persia pada waktu perkara ini diajukan berada dibawah pemerintahan Islam yang sangat konservatif. Maka itu ditarik kesimpulan  bahwa hukum Persia tidak akan turut mengatur hukum perdata khususnya hukum harta benda, dari seorang ”kafir” seperti penggugat (yang termasuk orang Armenia beragama Kristen). Juga pihak gereja Armenia tidak mempunyai aturan tentang hukum harta benda perkawinan karena menurut ahli ini pihak gereja di Armenia hanya turut campur mengenai segi spirituil dari perkawinan.
Yang menarik perhatian adalah bahwa hubungan ini ditarik kesimpulan oleh sang hakim, bahwa hukum Persia bersangkutan menentukan bahwa seorang Persia Armenia, yang menetap di luar negeri, dianggap tidak membawa apa-apa sebagai statuum personale daripada peringatan agar supaya tunduk dalam hal inikepada hukum dari tempat baru dimana ia pergi.

Bahwa dalam alam pikiran Presiden RvJ Semarang, dalam istilah ”hukum nasional Persia” harus tercakup pula kaidah-kaidah HPI Persia. Dalam hal ini hakim telah memakai hukum BW Indonesia, dimana berada domisili daripada pihak. Jadi dalam istilah ”hukum nasional Persia” dianggap termasuk pula kaidah-kaidah HPI-nya.
Walaupun Presiden RvJ Semarang tidak dengan sedemikian banyak perkataan menyebut istilah ”renvoi” namun dari contoh ini bahwa hakekatnya diterima lembaga penunjukkan kembali dalam keputusan ini.

(II) perkara palisemen seorang British India

Mengenai yurisprudensi Indonesia keputusan RvJ Medan dari tahun 1925. kasus ini termasuk contoh daripada penyimpangan sikap yurisprudensi Indonesia daripada pola yurisprudensi Nederland. Sedangkan di Nederland ini sendiri para hakim telah lama tidak menerima renvoi.

Mengenai permohonan seorang Timur Asing yang termasuk golongan ”orang keling” yang berasal dari British India, berdomisili di Indonesia.

Ia mohon supaya dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Failissements Verordening (FV). Pihak pemohon bernama Sena Kena Sulthan Marican, baru berusia 16 tahun waktu dia mengajukan permohonannya agar supaya dapat dinyatakan pailit karena ia berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya.

Hakim menyatakan sebelum dapat dikabulkan permohonan ini, perlu diperiksa lebih dahulu apakah pemohon dapat diterima dengan permohonannya. Pemohon termasuk golongan Timur Asia Keling bukan kaula negara Belanda. Pertanyaan timbul apakah ia harus dianggap sudah dewasa dan dapat diterima permohonannya yang didasarkan atas FV. Ternyata ia telah menikah dengan seorang perempuan Indonesia pada saat diajukan permohonan pailit, maka ia dianggap oleh Raad van Justitie sebagai telah dewasa. Walaupun pemohon memberitahukan ia baru berumur 16 tahun menurut pendapat dari RvJ sendiri usia pemohon harus ditaksir sekurang-kurangnya 17 sampai 18 tahun. Oleh karena itu ia dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum yang ditentukan dalam Failissements Verordening, khususnya mengenai permintaan pailit atas permohonan sendiri.

Timbul pertanyaan sekarang ini apakah pada tempatnya bilamana mengenai soal kedewasaan dipergunakan hukum intern di Indonesia. Apakah tidak harus ditentukan sesuatu ini menurut hukum British India. Raad di Medan menyinggung bahwa HPI Britisah India seperti halnya dengan HPI Inggris mempergunakan prinsip domisili dalam menentukan status personil dan oleh karena itu hukum dari tempat domisili-lah yang harus dipakai, in casu hukum yang berlaku di Hindia Belanda.

Hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim bahwa untuk pemohon tidak ternyata adanya suatu status personil yang menyimpang daripada status personil kaula negara Belanda di negeri ini. Lebih dari itu, dapat diterima kiranya bahwa hukum British India seperti juga hukum Inggris, memakai prinsip bahwa seorang kaula negara British India yang telah berada di luar negeri, harus takluk kepada hukum dari tempat dimana mereka bertempat tinggal diluar negeriitu sepanjang mengenai ketentuan-ketentuan hukum tentang status dan wewenang. Hingga baik perbatan hukum atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum daripada pemohon harus ditentukan menurut ketentuan yang berlaku untuk orang-orang Timur Asing di negeri ini (S.1924 no.556).
Berdasarkan pertimbangan ini diterima permohonan pemohon supaya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan Failissements Verordening (FV).

Maka jelas dari penunjukkan hukum HPI Indonesia kepada hukum British India yang juga mencakup kaidah-kaidah HPI-nya dan adanya penunjukkan kembali daripada hukum HPI BritishIndia ini kepada hukum Indonesia, dimana hakim telah menerima penunjukkan kembali ini dan memakai ketentuan intern di Indonesia bahwa hakim dalam contoh ini menerima pula lembaga penunjukkan kembali.

Putusan ini dianggap sebagai putusan-putusan yang terpenting dalam bidang ini.

11. Penerimaan renvoi oleh hakim Indonesia
Kami berpendapat bahwa penerimaan renvoi oleh hakim Indonesia, yang menghasilkan dipakainya hukum intern Indonesia, adalah sikap yang tepat dan bijaksana.
Adalah pada tempatnya apabila kita menerima dan mempergunakan hukum intern nasional kita sendiri, jika ada kesempatan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk itu.

12. Renvoi di negara-negara lain

(I) Perancis

Renvoi sejak perkara Forgo tahun 1878 diterima di Perancsi, walaupun ada penulis kenamaan Perancis yang memperlihatkan kecondongan untuk menolak renvoi.

(II) Italia

Di Italia umumnya tentang renvoi. Sesuai dengan pengaruh teori Mancini, maka nampak adanya hasrat untuk memperlindungi diri terhadap kaidah-kaidah HPI asing. Oleh karena itu tiap penunjukkan dianggap sebagai sachnorm-verweisung (pasal 30 Code Civil 1942).

(III) Jerman

Di Jerman ternyata ada kecondongan ke arah penerimaan renvoi (pasal 27 EGBGB). Jika hukum asing yang menurut ketentuan-ketentuan HPI dalam EGBGB (Jerman)harus diberlakukan menunjuk kembali ke arah hukum Jerman, maka hukum intern Jermanlah yang berlaku. Penulis Jerman terbanyak pun pro renvoi.

(IV) Swiss

Di Swiss tidak ada peraturan tentang renvoi yang tegas, tapi ada kecondongan ke arah penerimaan (pasal 28 dan 31 NAG). Menurut pasal 28 untuk segala soal-soal mengenai hukum pribadi, hukum kekeluargaan dan hukum warisan dari orang-orang Swiss yang berada di luar negeri diberlakukan hukum tempat domisili di luar negeri. Hukum asing dipersilahkan untuk “jalan lebih dahulu” tapi jika hukum asing ini tidak mempergunakan tawaran tersebut, maka hukum intern Swiss akan diberlakukan.

(V) Nederland

Di Nederland yurisprudensi umumnya menentang walaupun sana sini ada keputusan yang menyimpang. Dalam doktrin para penulis umumnya ditolak.

(VI) Negara-negara Asia-Afrika

Di Tiongkok sistem HPI yang berlaku disini terpengaruh oleh EGBGB Jerman, maka dapat dikatakan menerima renvoi. Demikian juga Jepang yang juga mengoper EGBGB Jerman. (pasal 29 dari UU tahun 1898 Jepang menerima baik renvoi ini). Thailand, Muangthai, juga mengakui renvoi secara tegas. Pasal 4 UU tahun 1939 tentang perselisihan hukum menentukan serupa dengan ketentuan yang berlaku di Jerman.

Di Mesir ternyata tidak diterma renvoi. Code Civil Mesir tahun 1948 menyatakan bahwa penunjukkan pada hukum asing adalah penunjukkan pada kaidah intern materiil dan kaidah HPI dikesampingkan (pasal 27).

(VII) Negara-negara Anglo Saxon

Di Inggris, kita saksikan suatu cara penyelesaian khusus mengenai soal renvoi yang dipraktekkan dan sudah lama diterima baik, tapi dalam suatu bentuk yang khusus pila yaitu dinamakan ”Foreign Court Doctrine” atau ”Double renvoi” yang berlainan daripada ”Continental renvoi” yang juga kita sebut sistem ”single renvoi”.

Jadi menurut pendirian ini hakim Inggris dalam mempergunakan hukum asing pada waktu mengadili suatu peristiwa HPI akan bersifat seolah-olah ia ini duduk dalam kursi hakim dari negara asing bersangkutan.

13. Skema daripada sistem Kontinental

X


Y

Sistem Foreign Court Theory.

Kemungkinan 1:
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Dalam hal negara Y menerima renvoi, maka hukum intern Y yang akan berlaku karena X menunjuk pada Y, dan hakim X memutuskan sebagaimana hakim Y akan mengadili perkara yang berdasarkan fakta-fakta serupa menurut hukum Y penunjukkan adalah gesamtverweisung:
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Kemungkinan 2:
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Dalam hal negara Y menolak renvoi, maka hukum intern X yang akan berlaku karena X menunjuk kepada Y, dan hakim X memutuskan sebagaimana hakim Y akan mengadili perkara yang berdasarkan fakta-fakta serupa: menurut hukum Y, penunjukkan adalah sachnormverweisung:
Y

X

Contoh:

Secara konkret foreign court theory ini dapat dijelaskan dengan memberikan contoh-contoh.

Kemungkinan 1:

Hakim Inggris harus mengadili persoalan HPI yang menyangkut persoalan renvoi dan mempunyai hubungan dengan hukum Perancis. Misalnya seorang WN Inggris yang berdomisili di Perancis telah membuat suatu testamen demikian rupa hingga anaknya tidak mendapat apa-apa. Hukum manakah yang akan diberlakukan untuk menentukan kemampuan membuat surat wasiat ini?

HPI Inggris berdasarkan prinsip domisili menunjuk kepada hukum Perancis. Dalam mengadili perkara ini, hakim Inggris akan mengibaratkan seolah-olah ia ini adalah seorang hakim Prancis. Dengan lain perkataan, kaidah-kaidah HPI Prancis perlu diperhatikan pula. Jika hakim Prancis akan mengadili perkara ini, maka ia akan mempergunakan kaidah-kaidah HPI Prancis yang berdasarkan prinsip nasionalitas. Jadi, menurut kaidah-kaidah Prancis, ditunjuk kepada hukum Inggris sebagai hukum nasional si pewaris. Apakah di Prancis ini penunjukkan kepada hukum lain dianggap sebagai gesamtverweisung atau sachnormverweisung?

Diatas telah kita saksikan bahwa pada umumnya dalam praktek hukum di Prancis, penunjukkan kembali diterima baik. Penunjukkan kepada hukum Inggris dianggap sebagai gesamtverweisung, artinya kaidah-kaidh HPI Inggris juga termasuk ke dalam penunjukkan ini. Dengan demikian, seorang hakim Prancis akan mengadili perkara ini menurut ketentuan-ketentuan hukum material intern Prancis.

Dan hakim Inggris yang menerima foreign court theory juga akan menyelesaikannya sesuai dengan sikap hakim Prancis: hukum intern Prancis yang akan dipergunakan.

Kemungkinan 2:

Hakim Inggris harus mengadili persoalan HPI yang berhubungan dengan renvoi dan ada sangkut pautnya dengan hukum Italia. Misalnya dalam contoh yang sama dengan dalam Kemungkinan 1 diatas, terdapat seorang pembuat wasiat, WN Inggris yang kini berdomisili di Italia. Apabila perlu dijawab pertanyaan, menurut hukum intern manakah harus diselesaikan persoalan ini, maka hakim Inggris akan melalui jalan pemikiran sebagai berikut.

Kaidah-kaidah HPI menunjuk kepada hukum Italia sebagai hukum domisili yang harus dipergunakan. Yang penting ialah untuk mengetahui bagaimana akan peristiwa ini diselesaikan oleh hakim Italia karena hakim Inggris akan mengibaratkan seolah-olah ia ini duduk diatas kursi hakim Italia.

Di Italia renvoi tidak diterima. Hal ini berarti bahwa penunjukkan kepada hukum nasional Inggris oleh kaidah-kaidah HPI Italia akan berarti suatu sachnormverweisung. HPI Italia menunjuk kepada hukum Inggris karena hukum ini adalah hukum nasional si pewaris, dan Italia menganut prinsip nasionalitas. Karena penunjukkan kepada hukum Inggris ini merupakan suatu sachnormverweisung, maka hakim Italia dalam mengadili perkara yang serupa akan mempergunakan hukum intern Inggris.
Oleh karena itu, hakim Inggris yang menerima foreign court theory, dan karenanya akan mengadili perkara ini sama dengan yang akan dilakukan oleh seorang hakim Italia, juga akan memakai hukum material intern Inggris.

Jadi, pada Kemungkinan 1 kita saksikan bahwa hakim Inggris akan mempergunakan hukum intern Prancis karena dalam praktek, hukum Prancis menerima lembaga renvoi, sedangkan pada Kemungkinan 2 hukum intern Inggrislah yang akan dipergunakan karena praktek hukum di Italia menolak renvoi.

Contoh-contoh yang telah kita sebut diatas dalam Kemungkinan 1 dan 2 telah menjadi pokok persoalan dalam dua perkara yang terkenal mengenai masalah renvoi di Inggris.

(i) Perkara in re Annesley
Kemungkinan 1 di atas kita saksikan dalam contoh yurisprudensi Inggris. In re Annesley (Davidson V. Annesley) tahun 1926. ”foreign court” theory di Inggris mulai berkembang sejak perkara ini.
-. Ny. Annesley (WN Inggris) telah meninggal di Prancis tahun 1924.

-. Menurut hukum Inggris domisili dari nyonya tersebut adalah di Prancis.
-. Tahun 1919 nyonya itu telah membuat suatu surat wasiat dalam bentuk menurut hukum Inggris. Bahwa ia mewasiatkan harta peninggalannya sedemikian rupa hingga anak lelakinya menjadi kehilangan hak waris karenanya. Menurut hukum Inggris hal ini dibolehkan. Tetapi menurut hukum intern Prancis sang anak mempunyai apa yang dinamakan ”legitime portie” untuk sekurang-kurangnya sepertiga bagian daripada harta nyonya tersebut.

-. Hukum intern manakah yang berlaku? Dari Inggris atau Prancis?

-. Menurut hukum bersangkutan, maka domisili dari si pembuat wasiat pada saat meninggalnya adalah di Prancis. Karenanya hukum Prancis yang harus diperlakukan. Namun, hukum Prancis manakah?
-. Menurut hukum Prancis, maka hukum yang berlaku untuk orang asing adalah hukum nasionalnya dan ini adalah hukum Inggris. Tetapi hukum Inggris ini menunjuk kembali kepada hukum Prancis yaitu hukum dari domisili. Maka apakah menurut hukum Prancis akan diterima penunjukkan kembali atau renvoi ini dan apakah akan dipergunakan hukum intern Prancis. Hakim kemudian menyelidiki keadaan HPI mengenai soal renvoi.

-. Setelah perkara Forgo maka menurut hakim di Prancis orang menerima renvoi ini. Oleh karena itu jika hakim Prancis yang mengadili perkara ini ia akan memakai hukum intern Prancis. Oleh karena itupun hakim Russel yang mengadili perkara ini juga memakai hukum intern Prancis.

-. Berdasarkan hukum intern Prancis ini maka wewenang dari Ny. Annesley untuk membuat surat wasiat dibatasi.
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(ii) Perkara In re Ross, Ross V. Waterfield
Kemungkinan 2 dari uraian kita di atas, dapat kita saksikan dalam perkara Ross.

-. Ny. Janet Anne Ross (WN Inggris) telah meninggal di Italia tahun 1927.

-. Pada waktu ia meninggal menurut hukum Inggris domisilinya adalah di Italia. Namun ia telah hidup di Florence sejak 1888, pada tahun mana ia telah membeli suatu mansion dan estate yang terkenal dengan nama ”Poggio Gherardi”.

-. Pada tahun 1902 suami dari nyonya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu. Tidak ada kesangsian bahwa pada saat meninggalnya Tn. Henry James Ross tahun 1902, domisili dari kedua suami istri adalah di Italia. Waktu Ny. Janet Anne Ross meninggal dunia tahun 1927 mulai dipersoalkan surat-surat wasiat yang telah dibuatnya.
-. Dengan wasiat-wasiat ini semua harta kekayaannya telah diberikan kepada tergugat Ny. Caroline Lucy Isabel Waterfield, sedangkan kepada anak lelaki satu-satunya Alexander Gordon Ross, tidak ditinggalkan apa-apa.

-. Penggugat mengclaim bahwa ia berhak atas ½ dari benda-benda tak bergerak yang terletak di Italia dan ½ bagian atas benda-benda bergerak yang berada dimanapun. Di Italia maupun di negara lain.
-. Hal ini adalah sesuai dengan ”legitima portio” menurut hukum Italia.

-. Bagi hakim persoalannya ialah apakah hukum intern Italia atau hukum intern Inggris yang harus diperlakukan?

-. Di Inggris tidak dikenal legitima portio seperti di Italia.

-. Menurut HPI Inggris, pewarisan benda-benda bergerak ditentukan menurut ”law of the domicile” ini? Inilah justru yang dipertengkarkan oleh para pihak. Apakah ini hanya berarti hukum domestik atau intern Italia sebagai domisili dari si pewaris atau termasuk pula didalamnya kaidah HPI-nya! Jika diterima yang belakangan ini maka pengadilan Inggris harus menyelidiki bagaimana badan-badan peradilan daripada negara domisili si pewaris akan menyelesaikan masalah ini.

-. Luxmoore, J., yang mengadili perkara ini mempertimbangkan bahwa harus diselesaikan masalah ini seperti badan-badan peradilan Italia akan menyelesaikannya. Dan ia mendenganr para ahli hukum Italia serta berkesimpulan bahwa jika perkara ini harus diadili oleh badan peradilan Italia, maka surat wasiat dari Ross dianggap sah adanya. 

-. Untuk gugatan penggugat tidak ada tempat. HPI Italia akan menunjuk kepada hukum Inggris dan penunjukkan dianggap sebagai sachnormverweisung karena baik dalam praktek hukum maupun doktrin Italia renvoi tidak diterima.

-. Dalam perkara ini ternyata gugatan penggugat tidak berhasil.

(iii) De Duke of Wellington: Glentanar V. Wellington

Dalam perkara ini kita saksikan pula Kemungkinan kedua dalam uraian tersebut di atas. Perkara ini dari tahun 1947 dan telah menjadi suatu ”cause celebre”.

Dalam tahun 1812, setelah mengadakan penyerbuan atas benteng Ciudad Rodrigo, Duke of Wellington yang pertama telah dianugrahkan tanda kebesaran Spanyol kelas satu untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dengan gelar ”Duke of Ciudad Rodrigo”. Penganugrahan gelar ini secara turun-temurun dan untuk selama-lamanya. Kepada Duke of Ciudad Rodrigo dan ahli warisnya diberikan istana kerajaan yang terletak di dataran Granada Spanyol dan terkenal dengan nama ”Soto de Roma”, termasuk juga tanah-tanah yang dinamakan ”Dehes-a-baja of illora” dan ”Las Chanchinas”. Gelar dan tanah di Spanyol secara turun-temurun jatuh kemudian kepada Duke of Wellington ke-5, yang meninggal dalam tahun 1941 serta diwarisi oleh Duke of Wellington ke-6 dalam kedua pangkatnya: baik sebagai Duke of Wellington ke-6 maupun sebagai Duke of Ciudad Rodrigo. Duke of Wellington ke-6 inilah yang dalam perkara sekarang telah menjadi si pewaris, dan telah membuat surat-surat wasiat (testator). Sampai saatnya si pewaris ini meninggal tidak pernah timbul kesulitan berkenaan dengan gelar dan tanah milik di Spanyol. Semua telah beralih ke tangan masing-masing Duke of Wellington yang sekaligus memangku jabatan Duke of Ciudad Rodrigo. Tetapi kesulitan mulai timbul setelah si pewaris Duke of Wellington ke-6 meninggal dunia. Kesulitan ini disebabkan karena jabatan Duke of Wellington dan Duke of Ciudad Rodrigo jatuh ke tangan orang-orang yang berlainan.
Si pewaris telah meninggal dunia di tahun 1943. ia meninggal sebagai bachelor dan berdomisili di Inggris. Ia meninggalkan seorang ibu bernama Lilian-Maud Duchess of Wellington, kini tergugat, dan seorang kakak perempuan satu-satunya, Lady Anne Rhys, juga tergugat. Ia tidak mempunyai kakak laki-laki.
Sebelum meninggal si pewaris, Duke of Wellington ke-6 telah membuat dua surat wasiat. Yang pertama tertanggal 6 Mei 1942, dan disebut dalam perkara ini sebagai: testamen Spanyol. Dengan testamen ini ia memberikan harta kekayaannya di Spanyol kepada ”orang yang akan sekaligus” Duke of Wellington dan Ciudad Rodrigo ”setelah meninggalnya saya”. Dalam testamen ini ditunjuk paman-paman si pewaris Lord George Wellesly dan Thomas Lord Glentanar sebagai excecuteurs testamentair (para penggugat dalam perkara ini).
Kemudian pada tanggal 6 Desember 1942 si pewari membuat lagi suatu testamen lain yang disebut: testamen Inggris. Dalam testamen yang kedua ini dinyatakan bahwa testamen Spanyol tanggal 6 Mei 1942 harus dianggap tetap berlaku. Benda-benda yang sudah termasuk dalam testamen Inggris yang kedua. Benda-benda yang belum termasuk dalam testamen Spanyol dengan ini diwasiatkannya. Sebagai executeurs testamentair dan trustees telah dianggap pula paman-paman si pewaris Lord Glentanar dan Lord George Wellesley (kini penggugat-penggugat). Pada mereka sebagai trustees diberikan sebua harta benda si pewaris yang tidak diwasiatkan oleh testamen Spanyol tersebut, untuk kemudian diberikan kepada Duke of Wellington ke-7, setelah ia ini sudah mencapai usia 21 tahun.
Setelah sipewaris meninggal dunia, yang menjadi Duke of Wellington ke-7 adalah pamannya si pewaris. Gerald, yang dalam perkara ini disebut sebagai: ”the present Duke”. Dan juga dijadikan tergugat.

Dengan adanya testamen Inggris ini, maka jika testamen Spanyol tidak berhasil untuk mengalihkan harta benda Spanyol dari si pewais, harta benda ini akan dialihkan menurut ketentuan-ketentuan testamen Inggris. Dalam pewarisan ini harus dibedakan antara benda-benda bergerak (movable property) dan benda-benda tidak bergerak. Untuk benda-benda bergerak tidak kesulitan. Semua pihak menyetujui bahwa untuk benda-benda bergerak itu menurut HPI Inggris harus dipergunakan ”hukum dari domisili si pewaris” pada waktu meninggal (in casu) hukum intern Inggris.

Untuk benda-benda tidak bergerak akan tetapi berlakulah hukum ”Spanyol” sebagai lex situs dari tanah bersangkutan. HPI Spanyol menunjuk kepada hukum si pewaris sebagai hukum nasional yang harus diperlakukan.

Kesulitan yang timbul adalah: apa yang sebenarnya diartikan dengen sitilah ”Spanish Law” (hukum Spanyol)? Hakim Wynn Parry yang mengadili perkara ini mengatakan bahwa harus diikuti pendirian dari Privy Council dalam tahun 1941. Wynn Parry juga membahas bagaimana pendirian badan peradilan Spanyol akan mengadili perkara sedemikian ini. Dalam melakukan hal ini dia menghadapi kesulitan karena tiga expert tentang hukum Spanyol yang telah didengarnya, telah memberikan keterangan-keterangan yang sama sekali bertentangan satu sama lain mengenai persoalan apakah di Spanyol renvoi diterima baik atau tidak.
Maka hakim bersangkutan telah menyelidiki sendiri apakah di Spanyol diterima atau tidak renvoi ini dan kesimpulannya ialah bahwa Spanyol tidak menerima renvoi.

Oleh karena itu seorang hakim Spanyol akan menyelesaikan hal ini menurut hukum intern Inggris. Menurut hukum Inggris maka testamen Spanyol gagal untuk mengalihkan benda-benda Spanyol dari si pewaris karena yang berhak menerima harus memenuhi yang dinamakan ”double qualification” yaitu sebagai sekaligus ”Duke of Wellington dan Duke of  Ciudad Rodrigo”. Setelah meninggalnya si pewaris, tidak ada lagi kedua pangkat ini berada dalam satu tangan, satu dan lain karena cara-cara beralih pangkat dan gelar kebesaran ini menurut aturan-aturan di Inggris dan di Spanyol berlainan adanya.
Karena cara beralih yang effektif baru terjadi dengan testamen Inggris. Bend-benda di Spanyol yang tidak diwasiatkan secara effektif oleh testamen Spanyol, secara effektif beralih menurut testamen Inggris untuk keseluruhannya, dan tidak dikurangi atau terpengaruh oleh kaidah-kaidah legitime portie yang dikenal dalam hukum Spanyol.
Contoh ini adalah contoh pemakaian ”the foreign court theory” di Inggris sesuai dengan kemungkinan kedua dalam schema di atas.

14. Renvoi di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat tidak ada peraturan tertulis yang mengatur soal renvoi. Dalam Restatement terdapat ketentuan umum yang menolak penunjukkan kembali ini (pasal 7 sub b).
Menurut pasal itu maka apabila dalam memilih hukum yang harus diperlakukan ditentukan bahwa suatu hukum asing harus dipergunakan, dalam pengertian itu selalu dianggap hukum internnya dan tidak kaidah-kaidah HPI-nya.

Pengecualian yang diadakan adalah dalam pasal 8 di mana ditentukan bahwa sesemua persoalan berkenaan dengan titel tanah diatur oleh hukum di mana tanah itu terletak, termasuk kaidah-kaidah HPI dari negara bersangkutan. Juga mengenai sahnya keputusan perceraian, ditentukan oleh tempat domisili oleh para pihak, termasuk kaidah-kaidah HPI-nya.
15. Negara-negara sosialis

Dalam pandangan negara-negara sosialis, umumnya diterima renvoi ini. Para sarjana negara-negara sosialis terbenyak menerima baik renvoi, walaupun ada juga penulis yang menolaknya.

16. Perjanjian-perjanjian internasional

Bagaimana diatur soal renvoi dalam konvensi-konvensi Internasional:
(I) Persetujuan Den Haag tentang HPI tahun 1951, 1955.

Dalam konferensi Den Haag ke-VII dari tahun 1951 diterima konsep untuk mengatur ”perselisihan” antara prinsip nasionalitas dan prinsip domisili. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1955 telah ditetapkan konvensi bersangkutan.

Pasal 1 mengatur bahwa apabila suatu negara di mana orang yang dipersoalkan berdomisili, memakai prinsip nasionalitas, sedangkan negara di mana orang tersebut merupakan warganegara mempergunakan prinsip domisili, maka tiap negara peserta mempergunakan sachnormen daripada domisili. Jadi menurut pasal 1 persetujuan ini renvoi diterima. Sebenarnya dengan adanya ketentuan ini tidak diselesaikan soal renvoi, melainkan hanya diberikan suatu unifikasi daripada kaidah-kaidah HPI untuk tujuan khusus. Hukum nasionalitas mengalah kepada hukum domisili dalam hal-hal tertentu tadi. Dengan demikian dihindarkan timbulnya persoalan-persoalan renvoi, tetapi persoalannya tidak diselesaikan dengan pasal itu.

(II) Persetujuan hukum Uniform HPI negara-negara Benelux 1951.

Persetujuan ”Eenvormige wet betreffende het internationaal privatrecht” antara Belgia, Nederland dan Luxemburg dari tahun 1951 menyinggung pula masalah renvoi. Bahwa apabila tidak ditentukan berlainan, maka dalam persetujuan tersebut diartikan dengan istilah ”hukum suatu negara” yaitu hukum intern daripadanya dan bukan HPI-nya.

17. Pendirian kami

Seperti dikatakan diatas kami menyetujui penerimaan renvoi bagi Indonesia. Alasannya ialah pertama-tama alasan praktis. Dengan diterimanya penunjukkan kembali ini maka hukum intern Indonesia-lah yang akan dipergunakan. Keadaan perkembangan hukum di Indonesia waktu sekarang ini khususnya di bidang perbandingan hukum dan mempelajari sistem-sistem hukum perdata luar negeri, masih demikian rupa, hingga merupakan suatu keuntungan yang tidak boleh diabaikan apabila penyelesaian sesuatu persoalan HPI dapat membawa kepada pemakaian daripada hukum intern sendiri. Tidak ada banyak kemungkinan yang terbuka bagi pelaksana hukum negara kita sekarang ini untuk mengetahui dengan baik isi hukum materil negara asing. Bahan-bahan tidak tersedia.

Fasilitas lainnya, seperti ahli-ahli dan lembaga-lembaga penyelidikan khusus mengenai hukum perdata asing yang dapat diminta bantuannya waktu membahas suatu persoalan hukum asing, tidak tersedia. Oleh karena itu tentunya jika sang hakim dapat memakai hukum internnya akan memberi jaminan yang lebih besar bahwa apa yang diputuskannya itu benar-benar akan merupakan hukum. Hukum yang benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan daripada justiabelen bersangkutan.
Pemakaian dari hukum intern Indonesia bukan terdorong oleh alasan-alasan chauvinisme juridis. Tetapi kiranya pemakaian hukum sendiri ini, setelah diberi tempat kepada sistem hukum asing, adalah sesuatu yang sehat. Kita harus ”menjambret” sependapat-dapatnya setiap kemungkinan yang membawa pemakaian dari hukum intern sendiri.

Inilah alasan yang terutama kita kemukakan untuk penerimaan penunjukkan kembali bagi HPI Indonesia. Alasan-alasan yang berupa praktis, bukan yang bersifat logis atau juridis.

Untuk masalah penunjukkan lebih jauh (weiterverweisung) kiranya alasan praktis kurang demikian nyata. Penunjukkan lebih jauh ini lazimnya mengakibatkan dipakainya hukum intern lain daripada sistem hukum sang hakim.

Akan tetapi juga bagi Indonesia penerimaan dari penunjukkan lebih jauh dapat disandarkan atas pertimbangan-pertimbangan praktis. Hal ini nyata apabila kita ingat, bahwa di Indonesia masih saja kita menghadapi sistem yang aneka ragam mengenai hukumnya. Masih banyak persoalan-persoalan yang besifat Hukum Antar Golongan maupun Hukum Antar Tempat. Walaupun diusahakan dalam iklim merdeka ini supaya persoalan-persoalan Hukum Antar Golongan sedapat mungkin berkurang.

Setiap kali dalam suatu persoalan HPI tertentu sudah dipastikan bahwa hukum intern Indonesia yang akan dipergunakan maka dalam prakteknya sebelum sang hakim dapat memutuskan perkaranya, perlu ditinjau lebih jauh lagi hukum manakah dari aneka warna hukum perdata di Indonesia yang harus diperlakukan. Dengan demikian dapat dirasakan seolah-olah diperlukan lembaga ”penunjukkan lebih jauh” ke arah sistem-sistem hukum intern ini.
Lain daripada itu penerimaan daripada penunjukkan kembali menurut hemat kami secara konsekwen juga harus membawa penerimaan daripada lembaga penunjukkan lebih jauh. Jika tidak demikian maka beralasan kiranya adanya cemooh dari mereka yang menentang renvoi, bahwa mereka yang hendak menerima penunjukkan lebih jauh tidak memperlihatkan suatu sikap juridis chauvinisme. Renvoi diterima hanya jika membawa kepada pemakaian dari ”hukum sendiri”. Maka kiranya bagi Indonesia diterima baik renvoi maupun penunjukkan lebih jauh.

Dalam pada itu kiranya penerimaan renvoi perlu dibatasi. Renvoi diterima untuk bidang ”personel statuut”. Status personil ini kiranya dapat diperluas juga, seperti dilakukan oleh yurisprudensisecara lazim, dengan bidang hukum pewarisan dan hukum harta benda dalam perkawinan.

Perlu di ingat!!!
Kiranya renvoi tidak pada tempatnya untuk bidang hukum kontrak dan hukum perikatan, dimana kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang mereka kehendaki adalah penunjukkan kepada hukum intern negara-negara yang telah mereka pilih.

18. Contoh lainnya (Perkara Patino V. Patino)

Contoh lebih lanjut dari penunjukkan lebih jauh. Dalam hal permintaan cerai di hadapan hakim Prancis dari warganegara Bolivia yang telah menikah di Madrid.
HPI Prancis, berdasarkan prinsip nasionalitas untuk penentuan status personal, menunjuk kepada hukum Bolivia. Akan tetapi, hukum yang belakangan ini untuk soal diperbolehkan-tidaknya perceraian menunjuk lebih jauh kepada hukum di tempat perkara perkawinan telah dilangsungkan, i.c. Spanyol.

Karenanya, hakim Prancis juga menentukan bahwa perceraian dari suami-istri warga negara-negara Bolivia ini tidak dapat dikabulkan di Prancis karena dalam hal ini hukum Spanyol-lah yang diberlakukan.

Inilah contoh baik dari persoalan weiterverweisung (penunjukkan lebih jauh) yang diberikan oleh yurisprudensi Prancis.
19. Beberapa negara yang Pro dan Kontra renvoi

Pro renvoi; Swedia, Cina, Indonesia, Jepang, Thailand, Liechtensein, Jerman, Prancis, Swiss.
Kontra renvoi; Italy, Nederland, Mesir, Suriah

